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GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 24 TAHUN 2007
TENTANG

PENGHASILAN, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA
PENUNJANG OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

1.

PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan
Tunjangan Komunikasi Intensif dan kepada Pimpinan DPRD
diberikan Belanja Penunjang Operasional ;

bahwa sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30
April 2007 Nomor 188/390/BAKD perihal penyampaian PP
Nomor 21 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2007,
maka sambil menunggu penyelesaian penyusunan Peraturan
Daerah tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD, dapat ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan DPRD ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Sumsel tentang Penghasilan, Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI
Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Megara Nomor
1814) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara NMomor 4286) ;



10.

2.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2003
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rl Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaiman telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
(Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun
2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416)
sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah  Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4548) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi

Intensif dan Dana Operasional ;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 27 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 15)
sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2007
(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI
INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMSEL

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan.

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.



Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggota-annya
sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang
diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam
rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

Belanja Penunjang Operasional adalah dana yang disediakan ba gi
Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional
yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan
lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-

hari.

BAB Il
PENGHASILAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD

Pasal 2

(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

(2)

(3)

a. Uang Representasi ;

b. Tunjangan Keluarga ;

c. Tunjangan Beras ;

d. Uang Paket ;

e. Tunjangan Jabatan ;

f. Tunjangan Panitia Musyawarah ;
g. Tunjangan Komisi ;

h. Tunjangan Panitia Anggaran ;

i. Tunjangan Badan Kehormatan dan

j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai

dengan huruf d diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai
dengan huruf j diterima oleh Anggota DPRD sesuai jabatan/alat
kelengkapan yang diemban oleh Anggota DPRD yang bersangkutan
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BAB Il
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN
BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 3

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah, maka kategori untuk Provinsi
Sumatera Selatan adalah masuk dalam kelompok kemampuan keuangan
daerah tinggi yaitu di atas Rp. 1.500.000.000.000,- (satu trilyun lima ratus

milyar rupiah).

Pasal 4

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif
masing-masing sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap
bulan, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007.

Pasal 5

(1) Ketua dan Wakil Ketua DPRD disediakan Belanja Penunjang
Operasional (BPO) yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat
DPRD.

(2) Belanja Penunjang Operasioanal (BPO) sebagaimana dimaskud pada
ayat (1) dianggarkan secara kolektif yang dituangkan dalam RKA-
SKPD sebesar Rp. 46.800.000,- (empat puluh enam juta delapan
ratus ribu rupiah) per bulan terhitung mulai tanggal 1 April 2007.

(3) Dalam rangka pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional,
Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas  yang
menjelaskan bahwa penggunaan dana telah sesuai dengan

peruntukannya.

Pasal 6

Penggunaan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 harus
memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubermur ini dengan penempatannya dalam Berita  Daerah Provinsi

Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Mei 2007

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 1 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

H. MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR .3...SERI. &
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